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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan jaringan gas bumi di suatu wilayah merupakan salah satu langkah 

strategis pemerintah untuk menggantikan penggunaan minyak bumi yang bertujuan untuk 

meningkatkan penggunaan bahan bakar gas bumi untuk sektor rumah tangga dan 

pelanggan kecil. Kebijakan ini disebut Kebijakan Jaringan Gas Bumi. 

Jaringan gas bumi untuk rumah tangga berarti mengalirkan gas melalui jaringan 

pipa hingga ke rumah tangga. Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga 

merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi 

energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta kebijakan 

komplementer konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk percepatan 

pengurangan penggunaan minyak bumi. 

Peningkatan pemanfaatan energi alternatif, khususnya gas bumi adalah upaya untuk 

mengurangi pemanfaatan minyak bumi dalam rangka memenuhi target diversifikasi energi 

sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang 

Kebijakan Energi Nasional. Kebijakan pemerintah untuk mengkonversi gas bumi menjadi 

gas rumah tangga agar manfaat gas bumi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Pelaksanaan pembangunan pemasangan jaringan gas rumah tangga dilaksanakan di 

seluruh daerah di Indonesia dengan memperhatikan kuota gas dan kebutuhan setiap daerah. 

Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga ini dibangun di kota - kota 

atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi. 
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15 Jaringan gas untuk rumah tangga di beberapa wilayah di Indonesia dibangun 

menggunakan dana dari APBN. Pemerintah membangun jaringan infrastruktur jaringan gas 

bumi untuk rumah tangga karena badan usaha tidak tertarik membangun akibat minimnya 

keuntungan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat 

berperan serta dan mewujudkan daerahnya menjadi kota gas di masa mendatang. 

Di Sumatera Selatan, pelaksanaan pembangunan jaringan gas rumah tangga 

dilakukan di beberapa daerah, seperti Palembang, Prabumulih dan Ogan Ilir. Salah satu 

jaringan gas kota yang dibangun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di 

Sumatera Selatan adalah jaringan gas kota di Kota Prabumulih yang merupakan jaringan 

gas kota terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 38.000 sambungan untuk rumah 

tangga. Kebijakan ini memiliki tujuan agar masyarakat Kota Prabumulih dapat 

menggunakan gas dengan lebih murah, aman dan efisien. 

Pada periode 2009 - 2012, ada beberapa kota/kabupaten yang telah dialiri jaringan 

gas rumah tangga, salah satunya adalah Kota Prabumulih yang jumlah pemasangan 

jaringan gas rumah tangga yang beragam sesuai dengan neraca gas bumi dan kuota gas 

bumi di Kota Prabumulih. Pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih 

dimulai sejak tahun 2013. Pada saat itu, pembangunan jaringan gas bumi dicantumkan di 

dalam penganggaran APBN tahun 2013. Tahap ini disebut dengan Jaringan Gas Bumi 

PBM I. Selain itu, dengan dana dari ABI PT. Pertamina Persero, dibangun juga jaringan 

gas bumi di Kota Prabumulih yang disebut Jaringan Gas Bumi PBM 2 pada tahun 2014. 

Tabel 1. Tahapan Pembangunan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih 

Tahun Jumlah pemasangan jaringan gas rumah tangga 

2013 4.650 SR (Sambungan Rumah) 

2014 2.000 SR (Sambungan Rumah) 

2015 Tidak dilakukan pemasangan jaringan gas 

2016 32.000 SR (Sambungan Rumah) 

Total 38.650 SR (Sambungan Rumah) 

Sumber : Diolah penulis berdasarkan arsip PD. Petro Prabu 
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Berdasarkan tabel tersebut, Kota Prabumulih telah dipasang jaringan gas rumah 

tangga  sebanyak 4.650 SR (Sambungan Rumah) pada tahun 2013 sesuai dengan jumlah 

pemasangan jaringan gas yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM dalam road map 

pembangunan jaringan gas rumah tangga. Pada tahun 2014, kembali dilakukan 

pemasangan jaringan gas rumah tangga sebanyak 2.000 SR (Sambungan Rumah). 

Kemudian, di awal tahun 2016 dilakukan kembali penambahan jaringan gas rumah 

tangga di Kota Prabumulih dengan groundbreaking pada tanggal 21 Maret 2016. 

Pembangunan ini disesuaikan dengan jumlah pemasangan yang telah ditetapkan oleh 

Kementerian ESDM dalam road map pembangunan jaringan gas rumah tangga 

berdasarkan Peta Kebijakan dan Neraca Gas Bumi 12 Region. 

Pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih pada tahun 2016 

merupakan pembangunan jaringan gas rumah tangga yang terbesar, yaitu sebesar 32.000 

sambungan rumah tangga. Prabumulih dipilih karena daerahnya yang dekat dengan sumber 

gas, memiliki ketersediaan pasokan gas yang berlimpah. 

Pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih pada tahun 2016 

diputuskan  melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 4822/K/12/MEM/2015 tentang 

Penugasan kepada PT. Pertamina (PERSERO) dalam Pembangunan dan Pengoperasian 

Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016 yang kemudian 

disebut dengan Jaringan Gas Bumi PBM 3. 

Dengan demikian, jumlah keseluruhan sambungan gas rumah tangga di Kota 

Prabumulih berjumlah 38.650 sambungan. Untuk melihat persebaran jaringan gas rumah 

tangga di Kota Prabumulih dapat dilihat dari tabel berikut. 
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Tabel 2. Persebaran Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih 

No Kecamatan Kelurahan Jumlah Sambungan 

Rumah Tangga 

1 Prabumulih Barat Gunung Kemala 776 

Muntang Tapus 753 

Patih Galung 2.401 

Prabumulih 1.651 

2. Prabumulih Selatan Tanjung Raman 1.257 

Sukaraja 1.441 

Tanjung Menang 371 

Maja Sari 1.669 

3. Prabumulih Utara Mangga Besar 1.653 

Wonosari 2.337 

Anak Petai 794 

Pasar 1 455 

Pasar 2 1.266 

4. Prabumulih Timur Gunung Ibul 5.501 

Gunung Ibul Barat 1.568 

Sukajadi 1.764 

Muara Dua 2.004 

Tugu Kecil 1.001 

Prabu Jaya 1.954 

Karang Raja 2.177 

Karang Jaya 1.074 

5. Rambang Kapak Tengah Sinar Rambang 146 

Kemang Tanduk 358 

6. Cambai Cambai 1.048 

Muara Sungai 608 

Pangkul 923 

Sindur 474 

Sungai Medang 1.226 

Jumlah  38.650 

Sumber : Diolah penulis berdasarkan arsip PD. Petro Prabu 

 Jaringan gas bumi yang besar ini harus diimplementasikan dan dioperasikan agar 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti yang dimuat di dalam Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan 

Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah. Di dalam 

kebijakan ini disebutkan bahwa pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah 

tangga adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan, termasuk 
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pengembangan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga, serta niaga gas bumi dari 

produsen dan/atau penjual gas bumi sampai dengan rumah tangga pengguna gas bumi. 

 Pada pasal 2 di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2015 disebutkan 

bahwa pengoperasian jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga bertujuan untuk : 

a) Mempercepat diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi 

bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga, dan 

b) Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga 

yang dibangun oleh pemerintah. 

Kemudian untuk mengimplementasikan dan mendistribusikan Kebijakan Jaringan 

Gas Bumi di Kota Prabumulih, Pemerintah Kota Prabumulih menunjuk sebuah Perusahaan 

Daerah yang salah satu kewenangannya adalah pengelolaan jaringan gas bumi. Perusahaan 

daerah ini bernama Perusahaan Daerah Petro Prabu yang telah lama dibentuk melalui 

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro 

Prabu. 

Melalui Keputusan Walikota Kota Prabumulih Nomor 152/KPTS/DPELH.III/2013, 

PD. Petro Prabu ditunjuk untuk melakukuan pengimplementasian Kebijakan Jaringan Gas 

Bumi di Kota Prabumulih. Namun, peraturan ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana 

tata cara pengimplementasian Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih. Tata cara 

pengimplementasian Kebijakan Jaringan Gas Bumi ini dimuat di dalam Surat Perjanjian 

Pengelolaan Jaringan Gas Kota Untuk Lokasi Prabumulih Antara PT. Pertagas Niaga 

dengan PD. Petro Prabu Nomor 006/PN1000/2017-S2. 

 Di dalam surat perjanjian tersebut, terdapat beberapa ruang lingkup pekerjaan 

dalam pengimplementasian Kebijakan Jaringan Gas Bumi bagi PD Petro Prabu, yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Melakukan pengoperasian terhadap seluruh instrumentasi penyaluran gas bumi 

untuk menjaga penyaluran gas yang kontinyu kepada masyarakat, 

2. Melakukan kegiatan perbaikan atas fasilitasi atau infrastruktur  jargas yang 

mengalami kerusakan ataupun kegagalan beroperasi, 

3. Melakukan pencatatan atas volume pemakaian tiap konsumen yang kemudian akan 

dijadikan sebagai dasar penagihan atas biaya pemakaian gas bulanan, 

4. Menyediakan tenaga kerja dengan klasifikasi jenis pekerjaan sebagai berikut : 

- Koordinator tim teknis, 

- Staf administrasi, 

- Staf keuangan, 

- Pencatat meter, teknik dan maintanance. 

5. Menindaklanjuti setiap keluhan atau laporan pelanggan atas kinerga jargas, 

6. Melakukan pengamanan terhadap fasilitas atau infrastruktur jargas, 

7. Melakukan penindakan terhadap penunggakan pembayaran oleh pelanggan ataupun 

segala kondisi yang menyebabkan tidak terutilisasinya infrastruktur jargas untuk 

dapat menyalurkan gas kepada masyarakat, 

8. Melakukan koordinasi dari pelaporan kepada pihak pertama terhadap keseluruhan 

kondisi yang bersifat teknis maupun non teknis saat pelaksanaan pengelolaan 

jargas. 

Pada poin ketiga, dijelaskan bahwa PD Petro Prabu harus melakukan pencatatan 

atas volume pemakaian tiap konsumen yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar 

penagihan atas biaya pemakaian gas bulanan. Namun, terdapat kesenjangan antara jumlah 

sambungan gas rumah tangga dengan jumlah petugas pencatat meter gas. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3. Perbandingan Jumlah Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih dengan 

Jumlah Petugas Pencatat Meter Gas 

No Kecamatan Jumlah Sambungan Gas Rumah 

Tangga 

Jumlah Petugas 

Pencatat Meter Gas 

1. Prabumulih Barat 5.581 1 orang 

2. Prabumulih Timur 17.043 2 orang 

3. Prabumulih Selatan 4.738 1 orang 

4. Prabumulih Utara 6.505 2 orang 

5. Cambai 4.279 1 orang 

6. Rambang Kapak Tengah 504 1 orang 

Jumlah 38.650 8 orang 

Sumber : Diolah penulis berdasarkan arsip PD. Petro Prabu 

 Di dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan antara petugas pencatat 

meter sambungan gas rumah tangga dengan jumlah sambungan gas rumah tangga yang 

harus dicatat sangat berbanding terbalik. Sehingga, pencatatan meter pemakaian gas bumi 

oleh warga tidak berjalan optimal. Hal ini menyebabkan warga tidak dapat membayar 

pemakaian jaringan gas bumi karena tidak menerima struk tagihan pemakaian gas. 

Selain itu, pada poin ketujuh disebutkan bahwa PD. Petro Prabu harus  

melakukan penindakan terhadap penunggakan pembayaran oleh pelanggan yang dalam hal 

ini adalah masyarakat Kota Prabumulih. Ada sekitar 15.000 lebih jumlah sambungan 

rumah tangga yang menunggak di tahun 2017, namun tim yang bertugas untuk 

menindaklanjuti hal ini hanya terdiri dari 4 orang, yaitu 2 orang dari bagian maintanance, 1 

orang dari bagian operasional dan 1 orang dari bagian HSE. Hal inilah yang menyebabkan 

tindaklanjut terhadap sambungan rumah tangga yang menunggak pembayaran tidak 

berjalan dengan optimal. Menurut data laporan pengelolaan dan perawatan jaringan gas 

bumi oleh PD. Petro Prabu, jumlah jaringan gas bumi yang dicabut karena melakukan 

tunggakan adalah 184 sambungan rumah tangga. 
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PD. Petro Prabu membuka pelayanan pengaduan keluhan bagi pemakaian jaringan 

gas bumi di Kantor PD. Petro Prabu. Namun, untuk melayani pengaduan dan keluhan ini, 

jumlah pegawai yang menerima keluhan pun hanya ada 2 orang yang membuat pelayanan 

pengaduan keluhan ini berjalan dengan lambat. Keluhan-keluhan yang diajukan ada yang 

bersifat teknis maupun administratif, yang dikelompokkan per bulan dan dapat dilihat 

melalui tabel di halaman selanjutnya. 



9 
 

 

Tabel 4. Jumlah Keluhan Warga Penerima Manfaat Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih kepada PD. Petro Prabu 

Bulan/ 

Keluhan 

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

Kebocoran 

pada jalur 

pipa gas 

(DTT, 

DTM, DTR) 

2 1 - 1 2 - - 3 2 - 1 - 

Kebocoran 

pada jalur 

pipa gas 

(SR, SK) 

10 16 24 10 19 9 24 15 29 23 21 18 

Kebocoran 

pada 

meteran gas 

34 14 25 29 25 22 19 24 22 30 27 32 

Jalur gas ke 

kompor 

mati 

4 4 2 2 5 9 3 3 5 11 9 6 

Konversi 

kompor 

3 1 1 1 1 - 2 2 - 1 2 - 

Komplain 

kubikasi 

10 19 26 28 16 34 19 32 24 26 37 44 

Perubahan 

data 

pelanggan 

- - - - 1 1 - - 1 1 - 1 

Lain-lain 13 4 1 5 8 7 13 16 8 12 9 14 

Jumlah 76 59 79 76 77 82 80 95 91 104 106 115 

Sumber : Diolah penulis dari formulir pengaduan keluhan warga kepada PD. Petro Prabu 
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Di dalam poin lain-lain pada tabel tersebut, memuat keluhan masyarakat seperti 

pembayaran retribusi gas bumi yang ganda, pipa gas tidak ditimbun di dalam tanah, 

tagihan retribusi gas bumi yang terlalu besar melebihi jumlah pemakaian, tidak bisa 

membayar tagihan retribusi gas bumi dan lain-lain. Bahkan ada beberapa jaringan gas 

rumah tangga yang mengalami ledakan karena kebocoran gas. 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2017, terdapat 1.040 

pengaduan dan keluhan dari warga Kota Prabumulih selaku penerima manfaat kebijakan 

ini. Dimana, untuk menerima seluruh pengaduan tersebut hanya hanya ditugaskan pada 2 

orang pegawai di Kantor PD. Petro Prabu. Hal ini yang membuat penerimaan pengaduan 

permasalahan penggunaan jaringan gas bumi yang dilaporkan oleh warga menjadi lamban.  

Penyelesaian permasalahan tersebut juga menjadi lamban dikarenakan jumlah 

petugas yang bertindak untuk menindaklanjuti laporan tersebut hanya ada 8 orang. Petugas 

yang bertindak menindaklanjuti laporan warga tersebut merupakan petugas yang juga 

melakukan pencatatan meter pemakaian gas bumi oleh warga yang hanya berjumlah 1 

orang untuk setiap kecamatannya. Selain itu, penyelesaian laporan bulanan mengenai 

pengelolaan dan perawatan jaringan gas bumi ini terkadang tidak sesuai dengan jadwal. 

Hal ini dikarenakan jumlah laporan warga yang cukup banyak dan prioritas utamanya 

adalah menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 Tujuan dari Kebijakan Jaringan Gas Bumi adalah untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh 

pemerintah. Namun, dalam proses implementasinya, terdapat beberapa kendala yang 

membuat pemanfaatan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga yang dibangun 

oleh pemerintah di Kota Prabumulih tidak diimplementasikan dengan optimal oleh PD. 

Petro Prabu. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan jaringan gas 

rumah tangga di Kota Prabumulih merupakan pembangunan dalam rangka diversifikasi 

energi dengan skala yang besar. Namun jumlah sambungan gas rumah tangga yang besar 

tersebut tidak diikuti dengan jumlah SDM yang bertugas untuk mengimplementasikan 

kebijakan tersebut. Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti mengenai 

“Implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Kebijakan Jaringan Gas Bumi di 

Kota Prabumulih?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 

Kebijakan Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap kajian ilmu administrasi negara, khususnya untuk 

konsentrasi kebijakan publik. 

2. Manfaat praktis 

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah untuk membantu memberikan 

informasi bagi PD. Petro Prabu dalam mengimplementasikan Kebijakan 

Jaringan Gas Bumi di Kota Prabumulih. 



 
 

98 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.2015. Buku Jargas  

(Jaringan Gas / City Gas) Indonesia. Jakarta : Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 

D, Riant Nugroho.2003. Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 

Dunn, William N.2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada  

University Press. 

 

Soenarko..2000.Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa  

Kebijaksanaan Pemerintah 

 

Winarno, Budi.2008. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo. 

 

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih.2015. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta  

: Gava Media. 

 

Hamdi, Muchlis.2014. Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor : Ghalia  

Indonesia. 

 

Abidin, Said Zainal.2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika. 

Agustino, Leo.2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. 

Subarsono, A.G.2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta  

: Pustaka Pelajar. 

 

Sugiyono.2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta. 

Sekaran, Uma.2007.Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat. 

Creswell, John W.2010.Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan  

Campuran.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

 

Winarno, Budi.2011.Kebijakan Publik.Yogyakarta : Media Pressindo. 

 

Widya, Yrama.2010.Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan &  

Pedoman Umum Pembentukan Istilah.Bandung : Yrama Widya. 

 

Peraturan / Perundang - Undangan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang  

Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun  

oleh Pemerintah. 

 



99 
 

 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2015 tentang  

 Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas  

 Bumi. 

 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor  4822/k/12/MEM/2015  

 tentang Penugasan Kepada PT. Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan  

 Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun  

 Anggaran 2016. 

 

Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 152/KPTS/DPELH.III/2013 tentang Pemberian  

 Wewenang Kepada PD. Petro Prabu Untuk Mengelola Program Jaringan Gas Bumi  

 di Kota Prabumulih. 

 

Skripsi 

Mardhotillah, Ade Dina.2016.Implementasi Program Pengaliran Gas Rumah Tangga di  

 Kota Palembang.Skripsi.Inderalaya:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

 Universitas Sriwijaya. 

Rodansa, Muhamad.2017.Implementasi Strategi Pemasangan Jaringan Gas Bumi untuk  

 Rumah Tangga oleh PT. Pertagas Niaga di Kota Prabumulih.Skripsi.Inderalaya: 

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. 

Kristiawati, Eka Mai.2015.Implementasi Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT. Petrogas 

 Jatim Utama untuk Konsumen Rumah Tangga di Desa Ngingas Kecamatan Waru 

 Kabupaten Sidoarjo.Skripsi.Surabaya :Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas  

 Negeri Surabaya. 

 

Dokumen 

Surat Perjanjian Pengelolaan Jaringan Gas Kota Untuk Lokasi Prabumulih Antara PT.  

 Pertagas Niaga dengan PD. Petro Prabu Nomor 006/PN1000/2017-S2. 

 

Dokumen Teknis Standar Operasi Prosedur Kepada Konsumen Pengguna Jaringan Pipa  

 Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Prabumulih 

 

Internet 

Artikelsiana.2015. Kebijakan Publik : Pengertian, Contoh, Ciri-Ciri, Perumusan &  

 Tujuan. http://www.artikelsiana.com/2015/11/kebijakan-publik-pengertian-contoh- 

 ciri.html. Diakses pada tanggal 9 September 2017. 

 

Satria, Ase.2015. Definisi Implementasi dan Teori Implementasi oleh Para Ahli di Dalam  

 Sebuah Kebijakan. http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan- 

 teori.html. Diakses pada tanggal 25 September 2017. 

 

 

 


